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BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN

NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

a.

[y

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 179, Pasal 180
dan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Katingan Tahun Anggaran 2014;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Utara Timur Provinsi Kalimantan Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4180 );

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286},

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43355};

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421};
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoresia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5074);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak .
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan

pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4712);
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, ;I‘ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5271);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun
2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2017(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 194;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
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27. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah
Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 2008 Nomor 3);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Katingan Nomor 35);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN
dan
BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah
yang menjadi kewenangan daerah otonom;

3. Kepala Daerah adalah Bupati Katingan;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan;

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD
adalah suatu Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Katingan;

BAB II
APBD
Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai

berikut:
1. Pendapatan

a. Pendapatan Daerah Rp.1.231.240.909.000,00
b. Belanja Daerah Rp.1.319.711.596.079,38
c. Surplus/(Devisit) Rp. (88.470.687.079,38)

2. Pembiayaan
a. Penerimaan Rp. 90.470.687.079,38

b. Pengeluaran Rp. 2.000.000.000,00 (-)
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Pembiayaan Netto Rp. 88.470.687.079,38

(+)

Sisa Lebih Pembiayaan AAnggaran Tahun Berkenaan : Rp.0,00

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a.

b.
C.

Pendapatan  Asli Daerah Rp. 51.000.000.000,00
sejumlah

Dana Perimbangan sejumlah  Rp. 974.524.759.000,00
Lain - lain Pendapatan Daerah Rp. 205.716.150.000,00
yang Sah sejumlah

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis pendapatan:

a.
b.
C.

Pajak Daerah sejumlah Rp. 15.120.363.084,00
Retribusi Daerah sejumlah Rp. 4.093.188.166,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Rp. 9.076.004.346,00
Daerah  yang  dipisahkan

sejumlah

. Lain - lain Pendapatan Asli Rp. 22.710.444.404,00

Daerah yang Sah sejumlah

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis pendapatan:

a.
b.

C.

d.

Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 79.944.599.000,00
Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 712.958.173.000,00
Dana Alokasi Khusus Rp. 181.621.987.000.00
sejumlah

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Rp. 0,00

Tembakau sejumlah

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a.

b.

C.

d.

Hibah sejumlah Rp. 0,00

Dana Darurat sejumlah Rp. 0,00

Dana Bagi Hasil Pajak Rp. 35.520.000.000,00
sejumlah

Dana Penyesuaian dan Rp. 143.868.650.000,00
Otonomi Khusus sejumlah

Bantuan Keuangan dari Rp. 26.327.500.000,00
Provinsi atau dari Pemerintah
Daerah lainnya sejumlah

Pasal 4
1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 729.173.685.858,45
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 590.537.910.220,93

2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis belanja:

SR Mo 0 op

Belanja Pegawai sejumlah Rp. 443.699.192.713,84
Belanja Bunga sejumlah- Rp. 0,00
Belanja Subsidi sejumlah Rp. 1.350.000.000,00
Belanja Hibah sejumlah Rp. 21.656.400.000,00
Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 32.701.395.344,61
Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 3.500.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp.225.266.697.800,00
Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 1.000.000.000,00
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3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

1)

3)

jenis belanja:

a. Belania pegawai sejumlah Rp. 57.735.742.350,00

b. BelanJ'a barang dan jasa sejumlah Rp. 298.380.729.862,78

¢. Belanja modal sejumlah Rp. 234.421.438.008,15
Pasal 5

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp. 90.470.687.079,38
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 2.000.000.000,00

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan :
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Rp. 88.470.687.079,38
Tahun sebelumnya (SiLPA)
sejumlah
b. Pencairan dana cadangan Rp. 0,00
sejumlah
¢. Hasil penjualan kekayaan Daerah Rp. 0,00
yang dipisahkan sejumlah
d. Penerimaan pinjaman daerah Rp. 0,00
sejumlah
e. Penerimaan kembali pemberian Rp. 0,00
pinjaman sejumlah

f. Penerimaan piutang daerah Rp. 0,00
sejumlah
g. Penerimaan kembali investasi Rp. 0,00

dan bergulir sejumlah

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

pembiayaan:
a. Pembentukan dana cadangan Rp. 0,00
sejumliah
b. Penyertaan modal (investasi) Rp. 2.000.000.000,00
pemerintah daerah sejumlah
c. Pembayaran pokok utang Rp. 0,00
sejumlah
d. Pembayaran pinjaman daerah Rp. 0,00
sejumlah ’

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimgna
dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1.
2.

3.

4.

Lampiran I Ringkasan APBD;

Lampiran II  Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah
dan Organisasi;

Lampiran [II  Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Program dan
Kegiatan serta Pembiayaan yang dirinci menurut
kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek ;

Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Ufusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
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Lx~No

11.

12.
13.

Lampiran V. Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Lampiran VI  Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Lampiran VII Daftar piutang daerah;

Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset

Tetap Daerah;

Lampiran X  Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainya;
Lampiran XI  Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya

yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran ini;

Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ; dan
Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan Obligasi daerah.

Pasal 7

(1) Setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, apabila ternyata masih terdapat
Belanja Langsung atau Belanja Tidak Langsung yang timbul akibat adanya
pendanaan darurat untuk keadaan mendesak dan / atau darurat maka
pendanaannya dapat dicukupi dengan melakukan pergeseran anggaran
sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku

(2) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a.

po o

Bukan merupakan kegiatan normal atau aktivitas Pemerintah Daerah
serta tidak diprediksi sebelumnya;

Tidak diharapkan terjadi secara berulang;

Berada diluar kendali dan / atau pengaruh Pemerintah;

Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(3) Kriteria keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a.

b.

C.

d.

Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya

belum tersedia dalam anggaran tahun berjalan; '
Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat;
Program dan kegiatan yang anggarannya belum tersedia atau tidak

mencukupi; )
Program dan kegiatan yang timbul akibat adanya kebijakan Kepala

Daerah.
Pasal 8

Bupati Menetapkan Peraturan Bupati tentang P(?njabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Katingan.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018 NOMOR 87
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018

NOMOR 56
NOREG PERDA KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

17,144/2018
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